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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait pengawasan lembaga keuangan
mikro syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang berada di bawah pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketidak konsistenan dan
kompleksitas regulasi serta pengawasan yang berdampak pada efektivitas
operasional dan pengembangan lembaga tersebut dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan tantangan
dalam memastikan keberlanjutan dan profesionalisme lembaga keuangan mikro
syariah di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam,
observasi, serta studi dokumentasi terhadap lembaga keuangan mikro syariah
seperti BMT UGT Nusantara, BMT UMY, dan LKM Syariah Almuna Berkah
Mandiri. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi literatur
terhadap regulasi terkait, analisis dokumen operasional lembaga, serta wawancara
kepada pengelola dan regulator untuk memperoleh gambaran komprehensif
mengenai penerapan pengawasan dan dampaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan
antara Kementerian Koperasi dan OJK menyebabkan adanya ketidakseimbangan
dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Pengawasan
yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi berpotensi menghambat kemajuan
lembaga dan menciptakan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, diperlukan
harmonisasi regulasi serta peningkatan kompetensi pengawas untuk mendukung
keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah dalam menunaikan fungsi sosial dan
ekonomi sesuai prinsip syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
yang berkelanjutan,

Kata Kunci: Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah,/Regulasi
danRegulasi Harmonisasi, Baitul Maal Wat Tamwil,(BMT)



ABSTRACT

This research examines issues related to the supervision of Islamic
microfinance institutions in Indonesia, particularly Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
and Islamic Microfinance Institutions (MFIs) under the supervision of the Ministry
of Cooperatives and SMEs and the Financial Services Authority (OJK). The main
problem identified is the inconsistency and complexity of regulations and
supervision that have an impact on the operational effectiveness and development
of these institutions in meeting the needs of the community in accordance with
sharia principles. These conditions pose challenges in ensuring the sustainability
and professionalism of Islamic microfinance institutions in Indonesia.

This research uses a qualitative case study approach. Data is collected
through in-depth interviews, observations, and documentation studies of Islamic
microfinance institutions (MFIs), such as BMT UGT Nusantara, BMT UMY, and
Almuna Berkah Mandiri. Data collection methods include a literature study of
related regulations, analysis of operational documents from the institutions, and
interviews with managers and regulators to obtain a comprehensive picture of
supervision implementation and its impact.

The results show that differences in the regulation and supervision of
Islamic financial institutions by the Ministry of Cooperatives and the OJK lead to
an imbalance in their management and development. Fragmented and less
integrated supervision can hinder progress and create regulatory uncertainty.
Therefore, regulatory harmonization and increased supervisory competence are
necessary to ensure that Islamic microfinance institutions can fulfill their social
and economic functions according to Sharia principles and encourage sustainable
national economic growth.

Keywords: Supervision of Islamic Microfinance Institutions, Harmonized
Regulations, Baitul'Maal Wat Tamwil (BMT)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang merepresentasikan nilai-
nilai kolektif dalam masyarakat. Sebagai sebuah produk dari dinamika sosial,
hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa dan realitas sosial yang saling
berkaitan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum mencerminkan struktur
serta arah yang diyakini masyarakat sebagai suatu keniscayaan, sehingga hukum
mengandung refleksi atas cita-cita dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat.!

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim,
menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan melalui penerapan sistem
ekonomi berbasis syariah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia). Fenomena ini terlihat dari meningkatnya investasi dan
layanan keuangan syariah di-berbagai sektor. Lembagakeuangan syariah beroperasi
dalam kerangka prinsip-prinsip syariah dan meliputi institusi_seperti perusahaan
asuransi syariah, danapensiun Syariah, lembaga pembiayaan/Syariah, serta lembaga
keuangan mikro syariah. Keseluruhan sektor ini berada dalam pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), khususnya pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, eksistensi Lembaga

1 A A. Musyafah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Ojk Dalam Hal Perlindungan Nasabah
Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Universitas Diponegoro; Law, Development and Justice
Review, 2019), Vol. 2, No. 2, him. 5



Keuangan Syariah (LKS) semakin menguat dan beragam. LKS tidak hanya hadir
sebagai alternatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem keuangan
nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967
tentang Perbankan, lembaga keuangan diartikan sebagai “semua badan yang
melalui  kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan
menyalurkannya kepada masyarakat.” Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka
Lembaga Keuangan Syariah dapat dipahami sebagai institusi keuangan yang
menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat
dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti larangan riba,
gharar, dan maysir, serta menjunjung asas keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya
berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk
mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan beretika sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Peran strategis ini semakin tampak dalam berbagai sektor, baik formal
maupun informal, yang kemudian melibatkan institusi seperti bank syariah, BPRS,
UUS, BMT, maupun LKM berbasis syariah yang tersebar luas.di berbagai wilayah
Indonesta, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat di-tingkat akar rumput.

Menurut A. Djazuli dalam karyanya Lembaga-Lembaga Perekonomian
Umat, lembaga keuangan diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsinya ke
dalam dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga
keuangan non-bank. Lembaga keuangan berbentuk bank mencakup antara lain
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS),

sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi entitas seperti koperasi syariah,



Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Masing-
masing memiliki Kkarakteristik dan peran yang berbeda dalam struktur
perekonomian, terutama dalam penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat
yang menghendaki sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Adapun dalam aspek regulasi, perkembangan hukum mengenai
kelembagaan koperasi mengalami dinamika yang signifikan. Pada tahun 2013,
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-X1/2013 menyatakan
bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452 dan oleh
karena itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai akibat
dari putusan tersebut, sistem hukum perkoperasian kembali mengacu pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku sebelumnya.®
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang menjalankan aktivitas keuangan
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tahap awal pendiriannya, BMT
dikembangkan' secara adaptif dengan mempertimbangkan_kondisi regulasi dan
kebutuhan pasar.” Secara kelembagaan, BMT dapat berbadan hukum koperasi,
yayasan, perseroan terbatas (PT), maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Perbedaan bentuk badan hukum ini mengakibatkan BMT tunduk pada ketentuan

hukum yang berbeda-beda, bergantung pada struktur kelembagaan yang dipilih.

2 SHA Mikael, Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-
X1/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Terhadap Akta Pendirian Koperasi, dalam Publikasi lImiah, him.15.

3 Rifa Barliana Arifin, Dualisme Pengawasan Dalam Oprasionalisasi Baitul Maal Waat
Tamwil Di Jawa Barat, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021), him 26.



BMT yang berbentuk koperasi tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang
koperasi, BMT berbentuk yayasan mengikuti ketentuan yayasan, BMT berbentuk
PT tunduk pada regulasi mengenai perseroan terbatas, sedangkan BMT yang
berbentuk KSM merujuk pada Undang-Undang tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Belakangan, dengan berlakunya UULKM, BMT berbentuk KSM
tidak dimungkinkan lagi, karena badan hukum LKM harus berbentuk koperasi atau
PT.4

Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), bentuk kelembagaan BMT
mengalami penyesuaian. Undang-undang tersebut tidak lagi mengakomodasi BMT
berbentuk KSM, karena mensyaratkan bahwa badan hukum LKM hanya dapat
berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Dalam konteks ini, BMT dikategorikan
sebagai bagian dari LKM sehingga berada dalam lingkup pembinaan, pengaturan,
dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UULKM mendefinisikan LKM
sebagai lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui kegiatan
pinjaman” atau” pembiayaan usaha berskala~mikro kepada ‘anggota maupun
masyarakat, pengelolaan” simpanan, serta penyediaan jasa konsultasi
pengembangan usaha, dengan orientasi utama bukan semata-mata pada
keuntungan.® UULKM juga menegaskan bahwa BMT dan lembaga lain yang

dipersamakan wajib tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut paling

4 Pasal 5 ayat (1) UULKM.
5 Pasal 1 angka 1 UULKM.



lambat satu tahun sejak diberlakukan,® serta diwajibkan mengantongi izin usaha
dari OJK dalam jangka waktu yang sama.’

Pemberlakuan kewajiban perizinan bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
yang hendak beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
menimbulkan kategorisasi antara BMT yang legal dan BMT yang tidak memiliki
izin atau disebut juga sebagai BMT ilegal. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), BMT yang hingga tahun 2016 belum terdaftar dan tidak
melaporkan keberadaannya kepada OJK, dikategorikan sebagai lembaga keuangan
yang tidak sah secara hukum. Konsekuensinya, seluruh aktivitas usaha yang
dilakukan, termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, dianggap sebagai
kegiatan ilegal dan tidak berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah
setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2013 Tentang

Lembaga Keuangan Mikro di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM

Syariah Almuna Berkah Mandiri?

2. Bagaimana peran dan fungsi kepengawasan didalam-Lembaga Keuangan

Mikro Syariah?

® Pasal 39 ayat (1) UULKM
7 1bid.



C. Tujuan Dan Kegunaan Pnelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Menganalisis Pengawasan terhadap LKMS Setelah Terbentuknya

Uundang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

1)

2)

3)

Mengidentifikasi perubahan dalam mekanisme pengawasan
terhadap LKMS, khususnya di BMT UGT Nusantara, BMT
UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
Mengevaluasi kepatuhan BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan
LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri terhadap regulasi yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

Menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas
terkait terhadap operasional BMT UGT Nusantara, BMT UMY

dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri.

Menganalisis Peran dan Fungsi OJK terhadap LKMS.

1)

2)

3)

Mengidentifikasi peran. OJK" dalam _regulasi dan pengawasan
LKMS di Indonesta secara umum.

Mengevaluasi fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh
OJK terhadap LKMS, dengan fokus khusus pada BMT UGT
Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah
Mandiri.

Menilai efektifitas OJK dalam memberikan pembinaan,

pengawasan, dan penegakan hukum terhadap LKMS.



2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Akademis

1)

2)

Menambah literatur dan wawasan ilmiah mengenai pengawasan
terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di
Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2013.

Menyediakan dasar empiris bagi penelitian selanjutnya yang

terkait dengan regulasi dan pengawasan LKMS serta peran OJK.

Kegunaan Praktis

1)

2)

3)

Memberikan rekomendasi kepada BMT UGT Nusantara, BMT
UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat tata
kelola internal.

Menyediakan masukan bagi OJK dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan dan pembinaan terhadap LKMS.

Memberikan informasi yang berguna bagi nasabah dan calon
nasabah LKMS mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas
BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna

Berkah Mandiri.

Kegunaan Kebijakan

1)

Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai

perbaikan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap LKMS.



2) Mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk
memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sektor
keuangan mikro syariah di Indonesia.

Dengan tujuan dan kegunaan ini, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan meningkatkan
pengawasan terhadap LKMS serta peran OJK dalam menjaga integritas

dan keberlanjutan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk
menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Burhanudin Yusuf® Latar belakang penelitian
Burhandin memfokuskan kepada penilaian kesehatan lembaga keuangan mikro
yang berbadan hukum Koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga
kinerja dan perlindungan nasabah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 25 tahun
1992 pemantauan kesehatan KJKS dan UJKS di lakukan oleh kementrian Koperasi
dan UMKM. Hinggasaat ini dukungan penilaian kinerja kesehatan tidak dilakukan
oleh aplikasi software yang modern. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
yang dilakukan di BMT koperasi al-Munawaroh di wilayah Tangerang Selatan.
BMT Al-Munawarah dibentuk pada tanggal 26 Mei 1996 yang kemudian berbadan

hukum koperasi merupakan salah satu koperasi yang memberdayakan masyarakat

8 Burhanudin Yusuf, Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syari’ah, Esensi: Jurnal Bisnis
dan Manajemen (Vol. 6 No. 1 2016), him. 101 — 112.



miskin melalui pelayanan simpan pinjam/pembiayaan, pendidikan dan usaha
pengembangan bisnis lainya dari keluarga miskin. KJKS Al-Munawwarah
merupakan lembaga keuangan mikro dimana fokus layanannya adalah masyarakat
yang miskin kurang akses terhadap lembaga keuangan seperti bank, bahkan sekelas
BMT sekalipun. namun penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara
Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35 tahun 2007, yang dapat
mengukur kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi apakah memiliki predikat sehat,
atau tidak sehat.

Kesamaan dengan Penelitian penulis lakukan pada bagian pengukuran
kinerja BMT berbadan Hukum Koperasi, Burhanudin hanya membatasi pada
wilayah kinerja kesehatan BMT Koperasi tetapi penulis lebih luas kepada BMT
yang tidak hanya berbadan Hukum Koperasi saja. Ukuran yang penulis gunakan
sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomer 1 tahun 2013, Undang-Undang
Nomer 21 tahun 2011 dan POJK No 13 tahun 2014 sedangkan Buhanudin hanya
mengukur dari peraturan menteri koperasi.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Salam.9._Beliau menghasilkan
sustainabilitas-aturan hukum'LKS membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang
jelas dan rigid. Tanpa ada regulasi yang jelas keberadaan LKS di Indonesia tidak
akan berkembang dan selalu menampati posisi yang termajinalkan. berbeda dengan
apa yang penulis lakukan bahwa disertasi Abdus Salam menjelaskan ada temuan

ketidakpastian regulasi yang berdampak kepada aksebilitas lembaga keuangan

® Abdul Salam, Sustainabilitas Koperasi Simpan Pinjam Dalam Rangka Peningkatan Peran
Keuangan Mikro Bagi Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Disertas
Doktor, 2007).
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mikro, sedang penelitian yang penulis lakukan bagaimana sesungguhnya kontruksi
lembaga keuangan mikro Syari’ah di Indonesia khususnya BMT di Kecamtan
Tanggul Kabupaten Jember, dan idealnya dalam perekonomian era saat ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Fauzi.10 beliau membahas
kekuatan dan kelemahan Bank Wakaf Mikro yang dilakukan di BWM Imam
Syuhodo dengan pendekatan analisa SWOT terhadap kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan BWM
Imam Syuhodo dalam pengeloaan wakaf uang sudah berjalan dengan baik, hal
tersebut ditunjukan dari perkembangan usaha nasabah yang semakin meningkat
karena adanya penyaluran atau pembiayaan dana wakaf uang yang dipinjamkan
oleh BWM Imam Syuhodo. Berbedahalnya dari penelitian yang ingin penulis teliti
bahwa lembaga keuangan mikro syariah- mempunyai regulasi yang mampu
membawa semua dalam keadaan yang lebih efisien baik dari kelembagaannya
maupun dari nasabahnya.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Fathin Su‘aidi dan Irham Zak
Su‘aidi.11l Permasalahan yang ingin diungkap oleh Fathin Su’aidi dan Irham Zak
Su’sidi “dalam” penelitian” ini adalah™ problematika” apa saja 'yang ada dalam
pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di dua BMT. Perbedaan
dengan apa yang penulis teliti adalah penulis akan fokus pada pengawasan yang

melibatkan regulasi-regulasi yang terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

10 Irfan Fauzi, Peran Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pendampingan
Dan Pemberdayaan UMKM Melalui Analisis Swot, Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo
Sukoharjo. (Tesis Univirsitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

11 Fathin Su‘aidi dan Irham Zak Su‘aidi, Problematika Pengawasan Dewan Pengawas
Syari’ah Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhuwah Persada, (Jurnal Ekonomi
Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 11 November 2019), him. 67.
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Prastyananda Yuwono12,
memiliki obyek masalah perlindungan konsumen terhadap BMT bermasalah atau
tidak sehat. Penelitian dengan desain yuridist impiris dengan penedekatan
teintregasi data primer dan sekeunder dengan penyelusuran bahan hukum dan
analisis model interaktif lapangan. Hasil penelitian mendapatkan kesulitan terhadap
perlindungan konsumen yang diakibatkan oleh BMT yang kurang sehat. Dari
penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa ada hubungan
antara sistem pengawasan dan perlindungan konsumen hanya bedanya penulis lebih
kepada kajian yurdis.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Anne Pouchous,13 Penelitian yang
di lakukan oleh Anne Pouchous mengeksplorasi regulasi dan pengawasan lembaga-
lembaga keuangan mikro dengan setting waktu tahun 2012. Penelitian di lakukan
dengan study kasus mengambil beberapa Lembaga keuangan mikro termasuk BMT
di Indonesia. Walaupun tema penelitian mengangkat isu Regulasi dan pengawasan
penelitian lebih dihubungkan kepada studi dampak lembaga keuangan mikro di
Indonesia, terhadap aspek Kemiskinan dan sumbangnnya Kepada pemberdayaan
masyarakat dan UMKM.

Tema penelitian Anne memiliki kesamaan yaitu pada tema inti yaitu
regulasi dan pengawasan, akan tetapi Anne lebih mengkaji secara umum regulasi

dan pengawasan di Indonesia dan Anne lebih menganalis hubungan regulasi dan

2 Nurbaiti Prastyananda Yuwono, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak sehat di Kota Yogayakarta, jurnal Hukum Islam Office (1AIN
Pekalongan) Vol. 18. No. 1, him. 67.

13 Anne Pouchous, The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and
progress, dikutip dari The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress,
Pada hari jum’at 15 November 2024.



https://www.iisd.org/system/files/publications/regulation_supervision_microfinance.pdf

12

pengawasan kepada kepentingan pemberdayaan rakyat miskin, sedangkan penulis
lebih mengfokuskan kepada yuridis formal dan hubungannya dengan kepastian
hukum BMT dan pengawasan di Indonesia dilihat dari tersedianya tata hukum
pengawasan BMT di Indonesia dalam bingkai negara hukum.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mujiono.14 beliau membahas
secara umum peraturan yang mengatur lembaga keuangan mikro Syari’ah terhadap
peraturan yang tersedia mengenai BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
tahun 2010 tentang Bank, KJKS dan UJKS berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sehingga BMT belum memiliki standarisasi
sistem pembinaan dan pengawasan yang baku. Dan beliau mujiono menggunakan
jenis penelitian kualitatif doktrinal sehingga berbeda dengan penelitian yang
penulis gunakan yaitu kualitatif deskriptif.

Kedelapan, penelitian Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap.15
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh
Dewan Pengawasan Syari‘ah (DPS) di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah
Ummabh.. Hasil. penglitian DPS melakukan pengawasan.kepatuhan syari‘ah
berpegangan kepada fatwa-fatwa DSN MU pusat. Pengawasan sebelum oprasional
di lakukan bertujuan sebagai audit ex ante review dengan mengeluarkan openi atau

rekomendasi atas produk BMT berdasarkan fatwa DSN MUI. Sedangkat setelah

14 Slamet Mujiono, Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan
sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

15 Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap, Sharia Supervisory Board (DPS)‘S
Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo
Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo), ISSN 2289-1552,
(International Journal of Business; Economics and Law, Vol. 18 No. 5, 2019), him. 53.
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usaha berjalan di lakukan syari‘ah review ex post auditing. Audit di tujukan kepada
kepatuhan syari‘ah dan laporannya.

Perbedaan dengan penulis lakukan pada obyek penelitian farida
memfokuskan terhadap studi kasus kepatuhan syari‘ah yang di lakukan oleh DPS,
sedangkan penelitian penulis menganalis sistem pengawasan yang terdapat dalam
regulasi pengawasan setelah Unang-Undang Nomor 1 tahun 2013 serta variable-

variabel pengawasannya termasuk kepatuhan syari‘ah.

E. Kerangka Teori
1. Kepengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah
pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti
mengawasi, memeriksa.®

Robert J.Mockler menegaskan pengawasan manajemen adalah suatu
sistematik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan
perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata .dengan standard yang .telah- ditetapkan sebelumnya,
menentukan dan  mengukur  penyimpangan-penyimpangan  serta

mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menjamin bahwa

16 W.1.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Djakarta: Balai Pustaka,
1984), him 521.
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semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan
efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.’

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan
lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan
birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif
maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

a) Kontrol sebagai penguasaaan pemikiran;
b) Disiplin sebagai kontrol diri;
c) Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan
pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan
sebelumnya.'® Dengan demikian dapat ditarik sebuah konklusi bahwa
Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk
membandingkan ‘kinerja _standar, _rencana, . atau..tujuan yang telah
ditentukan terlebth” dahulu untuk ‘menentukan” apakah kinerja sejalan
dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan
yang diperlukan guna melihat bahwa sumber daya manusia digunakan

dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan itu.

17Yohanes Yahya, “Pengantar manajemen” (Yogyakarta: Graha ilmu,2006), him.134
18 Sirajun dkk, “Hukum Pelayanan Publik”. (Malang ; Setara press, 2012), him 126.
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Pengawasan dalam tata hukum ditegaskan dalam konsideran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/V11/2006
huruf (a) bahwa pengawasan merupakan sala satu fungsi pokok
manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang
dijalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan auturn yang berlaku.
Lahirnya peraturan MA tahun 2006 ini merupakan pedoman legitimasi
perlunya pengawasan di lembaga peradilan, walaupun himbaun ini hanya
ditujukan kepada lembaga pengadilan tetapi secara luas mengindikasikan
bahwa fungsi-fungsi pengawasan harus di adopsi dalam regulasi yang
mengatur asfek-asfek lain termasuk lembaga keuangan dan ekonomi. Ada
beberapa asfek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan yang di adopsi
dalam sebuah regulasi apabila mencermati panduan MA tahun 2006 di
antaranya®®:

a) Keterbukaan Informasi, apakah secara teknis pengelolahan lembaga
telah sesuai dengan pengelolahan, Manajemen, SOP, Rencana dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, ketidakefeisenan.

c) Menilai kinerja lembaga.

Lembaga Kuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang
oprasionilnya melakukan kegiatan Bank tuntutan pengawasan harus

dilakukan karena Indutri intermidiasi lembaga keuangan baik

19 Slamet Mujiono, Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan
Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, (Yogyakarta: Uii, 2020), him 103.
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konvensional maupun syari‘ah merupakan industri keuangan yang
memiliki resiko terbesar dan merupakan bagian yang disoroti hukum
bahkan negara hadir sebagai otority pengawasan yang kemudian
mendelegasikan kepada lembaga yang konfrehensif untuk mengawasi.?
2. Hisbah

Hisbah oleh al-Mawardi secara terminologis dikemukakan merupakan
perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, jika perbuatan baik
tersebut telah nampak ditinggalkan serta mencegah perbuatan mungkar,
jika perbuatan munkar tersebut telah nampak dilakukan.

Ibnu Taimiyah menyatakan hisbah sebagai lembaga yang memiliki
wewenang dalam menegakkan amar ma ’ruf nahi mungkar yang bukan
termasuk umara, Qadha, dan wilayah al-mazalin. Ibnu Khaldun
mendefinisikan hisbah sebagai institusi keagamaan yang menjadi bagiaan
dari amar ma’ruf nahi mungkar sebagai kewajiban bagi seluruh umat
muslim.?

Dalam_ hisbah terdapat empat. rukun yaitu:?2_ Muhtasib, Muhtasib
‘Alaih, Muhtasib Fiil dan Nafs‘alihtisab.

3. Kemaslahatan
Al-maslahah juga disebut sebagai sesuatu yang menolak

kemudharatan dan denagn penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun

20 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari‘ah, publikasi di kutip dari
https://www.bi.go.id/id/default.aspx. Pada 10 November 2024

2L Umi Arifah dan , Nihayatul Baroroh dan Siti Muttoharoh, “Lembaga Hisbah Dalam
Ekonomi Bisnis Islam,” (IAINU kebumen: JURNAL LABATILA 4, no. 01 2023): him.3.

22 Al- Mundziri, Imam, “Ringkasan Shahih Muslim”, Bandung: Jabal, (2013).
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dapat dicapai. Kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama usul
al-figh yang mengatakan bahwa al-maslahah adalah sebuah dalil atau
metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan
hukum islam. Proses ini di lakukan baik digali dari sumber hukum islam
(al-qur’an dan hadist) dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap
fokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan

beserta media-media yang menyertainya.?®

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara yang bersifat ilmiah yang didasarkan
terhadap tanda-tanda keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk
kemudian memperoleh data dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu.?*
Maksud dari ungkapan “cara ilmiah’ yaitu bahwa kegiatan penelitian itu
bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Adapun
metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

sebagaimana berikut:

1. (Jenis Penelitian

Jenis—penelitian ,yang digunakan dalam penelitian ini berupa
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dipakai di suatu
tempat atau lokasi yang dipilih untuk mengkaji, meneliti, dan menyelidiki

suatu hal yang terjadi di tempat tersebut.®

23 H. Abdul helim, magasid Al-shari’ak versus usul al-figh, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka
pelajar), him.48

24 Sugyiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, cet. ke-26, (Bandung:
Alfabeta, 2017), him. 2.

25 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi. (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), him. 96.
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Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Metode analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara
memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BMT UGT
Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, yang
berhubungan dengan bagaiaman akan otoritas pengawasan LKMS tersebut
dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta serta fenomena yang terjadi di lapangan.
Sumber Data
Penulis menggunakan metode field research (penelitian lapangan)
dan library research (penelitian pustaka) untuk mengumpulkan data yang
berhubungan dengan objek kajian baik data primer maupun data sekunder.
a. Data Primer
Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari pelbagai kebijakan
yang diambil_oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT UGT
Nusantara, BMT UMY dan LKM-Syariah Almuna Berkah Mandiri.
Data primer tersebut merupakan dokumen utama yang menjadi fokus
analisis dalam penelitian ini, data tersebut memberikan gambaran yang
jelas tentang kasus yang ditelaah, termasuk kronologi yang terjadi di
BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah
Mandiri yang melipti langkah-langkah putusan yang diambil oleh

kedua LKMS tersebut sehingga melahirkan perbedaan dalam
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kepengawan yang dianut oleh kedua lembaga itu. Dengan data primer
tersebut, diharapkan peneliti mampu mengungkap beberapa fakta riil
dari kebijakan kepengawasan dan dapat menyajikan temuan-temuan
yang mampu dijadikan sebagai bahan untuk dianalisis secara mendalam
nantinya. Oleh karena itu, dalam data primer penelitian ini berupaya
mengkaji secara teliti dan cermat untuk melihat isi dan kandungan
makna dari langkah kebijakan yang diambil oleh kedua LKMS tersebut.
b. Data Sekunder
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari
beberapa artikel jurnal, laporan, website, undang-undang atau regulasi
terkait dan beberapa literatur-literatur lain yang relevan dengan topik
utama penelitian ini. Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas
jasa keuangan, undang-undang no 1 tahun 2013 tentang LKM, dan
Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang koperasi, menjadi salah satu
sumber data sekunder yang penting untuk memberikan pemahaman
terhadap kepengawasan akan Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
sehingga mampu memberikan hasit-analisis yang-mendalam.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian.?® Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang
sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah memperoleh data. Adapun Sumber data yang penulisan gunakan

% Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bnadung: Alpabeta, 2005), him. 62
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ada dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Sumber data ialah subjek

tempat memperoleh data atau tempat mendapatkan informasi.?’ Maka

penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi berasal dari kata observation yang berarti pengamatan.

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian
atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian
mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang
sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian
sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap,
merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di BMT UGT
Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri
guna mengetahui bagaimana sistem kepengawasan akan kedua LKMS
tersebut.

b. Wawancara

Wawancara int dilakukansecara tatap muka(face to face) antara

peneliti “dengan orang-Orang yang mempunyai wewenang akan
kepengawasan di BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah
Almuna Berkah Mandiri tersebut, yakni: Ketua, Dewan Pengawas

Syariah, Dewan Pengawas, direksi dan segenap pengelola BMT.

27 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: GP Press Group,
2013), him. 11.
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5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif
yaitu sebuah proses penelitian dengan melakukan langkah-langkah
pengumpulan data dan informasi yang diambil dari hasil wawancara dan
dokumentasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, lalu diuraikan secara
deskriptif artinya uraian yang memberikan pemaparan dan gambaran
terhadap suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penggunaan
analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya
terjadi. Metode ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-
masalah aktual yang dihadapi saat ini dan berujuan untuk mengumpulkan
data serta informasi untuk disusun dan dijelaskan lalu dianalisis.?®

Setelah melalui proses analisis, baru penulis menyimpulkan secara
deduktif yaitu analisis yang berhubungan dengan teori dan norma yang
sifatnya umum, lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya
khusus.?® Oleh Kkarenanya dalam melakukan analisis, penulis terlebih
dahulu. melakukan pengkajian atas teori_dan data yang sudah didapatkan,
pbaik'secara definitif maupun prinsipal:--Selanjutnya penulis berusaha untuk
menganalisis dan merumuskan hasil penelitian menjadi lebih spesifik.
Dengan hal tersebut, penulis dapat memperoleh penelitian yang valid dan

lebih mudah dimengerti.

28 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him.
20.

2 Sita Tamba dan Edi Surya, Pengembangan Kemampuan Penalaran Matematis
(Reasoning Mathematics Ability) Dalam Penalaran Deduktif Dan Induktif, (University of Medan,
Desember 2017).
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang
terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan menjadi
lebih terarah. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah
sebagai pengantar permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang lain,
kerangka teori yang dipergunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini,
metode yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis
data, dan sistematika pembahasan untuk mensistematiskan penulisan penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang landasan teori yang akan
digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari kajian dan
teori, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Bab ketiga mendiskripsikan data-data yang didapat pada BMT UGT
Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Meliputi
sejarah dan gambaran.umum BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah
Almuna-Berkah Mandiri, Tandasan hukum" LKMS; dan struktur organisasi BMT
UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri. Bab ini
bertujuan menginformasikan terkait objek penelitian dan sebagai bukti bahwa
tulisan ini benar berdasarkan hasil dan fakta lapangan yang penulis peroleh.

Kemudian, Bab yang keempat merupakan analisis dari pokok masalah
penelitian ini. pada bagian ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang

merupakan kumpulan data-data dan hasil analisis penulis terhadap permasalahan
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yang dirumuskan, mengenai Dualisme Kepengawasan Yang Berbeda Antara
Kementrian Koperasi Dan Ojk (BMT UGT Nusantara, BMT UMY dan LKM
Syariah Almuna Berkah Mandiri).

Bab kelima adalah penutup, memuat kesimpulan yang didapatkan dari
pengkajian ini dengan memaparkan jawaban berdasarkan rumusan masalah secara
singkat, padat dan jelas, serta diakhiri dengan saran. Hal ini bertujuan agar

memudahkan pembaca dalam memahami intisari tulisan ini.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Dengan demikian, pengawasan terhadap BMT dan LKM Syariah menjadi
aspek fundamental dalam menjaga stabilitas kelembagaan, melindungi
kepentingan anggota, serta mencegah krisis keuangan. Perbedaan landasan
hukum dan otoritas pengawasan, di mana BMT UGT Nusantara dan BMT
UMY berada di bawah Kementerian Koperasi melalui badan hukum koperasi,
sedangkan BWM Al-Muna Berkah Mandiri berada di bawah pengawasan OJK
sekaligus berbadan hukum koperasi, menunjukkan adanya dualisme
kepengawasan yang menuntut harmonisasi regulasi guna menciptakan

kepastian hukum dan keseragaman tata kelola lembaga keuangan syariah.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan aman, diperlukan
penataan ulang struktur organisasi otoritas pengatur dan pengawas sektor
keuangan .agar -Jmekanisme, kerja antar,lembaga, -menjadi lebih efektif,
terkoordinasi, dan mampu meminimalisasi potensi permasalahan. Pengawasan
yang komprehensif dan efektifitidak hanya berhenti pada pemantauan serta
pelaporan, melainkan juga harus disertai tindakan korektif yang terukur.
Dengan demikian, pengawasan akan berjalan optimal apabila didukung oleh

tujuan yang jelas serta pelaksanaan mekanisme yang tepat.
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B. Saran

Terbitnya UUD No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro,
pemerintah memberikan kesempatan pada LKM/LKMS untuk diawasi oleh
OJK. Keberadaan OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia
dapat dioptimalkan, salah satunya menambah kewenangannya untuk
mengawasi LKM/LKMS yang juga terdiri didalamnya Baitul Mal Wattamwil
(BMT). Munculnya kewenangan tersebut menambah tupoksi OJK dalam
mengawasi LKM khususnya yang dijalankan berdasarkan koperasi dan
perseroan terbatas dan hal ini sudah dilakukan OJK mulai tahun 2015 yang
lalu. Namun pada perkembangannya banyak LKMS yang mengalami kesulitan
dalam mamatuhui sistem pengawasan yang diterapkan OJK, sehingga peneliti
mengusulkan model pengawasan dimana semua LKMS harus diawasi oleh
OJK sebagai lembaga otoritas keuangan di Indonesia yang independen, dan
membuat aturan khusus bagi LKM/ LKMS sehingga LKM/LKMS dapat

dengan mudah mengikuti semua peraturan yang diterapkan.
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